
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara.
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi

Legal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3193);

tentang

dalam

Nomor 69 Tahun 1958
Daerah-daerah Tingkat II

1. Undang-Undang

Pembentukan

Mengingat:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima;

Menimbang:

PEMBENTUKANUNITPELAKSANATEKNIS METROWGI LEGAL

PADADINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGANKABUPATENBlMA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIBIMA,

TENTANG

BUPATI BIMA
PROVINSINUSATENGGARABARAT

PERATURANBUPATIBlMA

NOMOR:16 TAHUN2019

 



BABI
KETENTUANUMUM

Pasa11
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKANUNIT
PELAKSANATEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS
PERINDUSTRIANDANPERDAGANGANKABUPATENBIMA

MEMUTUSKAN:

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115Tahun 2018
tentang Unit Metrologi Legal;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun

2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bima;

Republiktentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Tambahan

tentang
RepublikPemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1999 tentang3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
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2. PemerintahDaerah adalah PemerintahKabupatenBima.

3. Bupati adalah Bupati Bima.
4, Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Bima.
5. KepalaDinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Bima.
6. Unit Pelaksana Teknis MetrologiLegal pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Bima yang selanjutnya disingkat UPTML
adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan
PerdaganganKabupaten Bima.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal selanjutnya disingkat
Kepala UPTMLadalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas

Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Bima.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTML.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan

pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
10.Tugas Teknis Operasinal adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan

teknis metrologi legal yang secara langsung berhubungan dengan
pelayanan masyarakat.

11.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
organisasiinduUGnya.

12.Metrologiadalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
13.MetrologiLegaladalah metrologiyang mengelola satuan-satuan ukuran,

metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut

persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang
bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran

pengukuran.

r,...



BAB III
KLASIFlKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

BagianKesatu
Klasifikasi
Pasa13

KlasifikasiUPI'MLsebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 adalah TipeA.

BABII

PEMBENTUKAN
Pasal2

DenganPeraturan Bupati ini dibentuk Unit PelaksanaTeknis MetrologiLegal
(UPrML)PadaDinas Perindustriandan PerdaganganKabupatenBima.

M_.AIat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang
selanjutnya disingkat UITP adalah alat-alat yang digunakan untuk
pengukuran, penakaran dan penimbangan suatu kuantitas dan/ atau

kualitas.
15.Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera

batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan
tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku,

dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukannya
berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UITPyang telah ditera.

16.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau
tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan

tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku,
dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya

berdasarkan pengujian yang dijalankanatas UTIPyang telah ditera.
17.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjunya disingkat BDKT

adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam
kemasan tertutup dan untuk mempergunakan harus merusak kemasan
atau segel kemesan yang kualitasnya telah ditentukan dan dinyatakan
pada label sebelumdiedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.

~.



Bagian Kedua
Tugas Pokokdan Fungsi

Pasal6
, (1) UPTMLmempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang pelayanan tera dan tera

ulang UTTP,Pengawasan dan Ketatausahaan serta pelayanan Kemetrologi
LegalLainnya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala UPTML.

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

UPTML.

Pasal5

BABIV

KEDUDUKAN,TUGASPOKOK,FUNGSIDANRINCIANTUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

a. Kepala;
b. Sub bagian Tata Usaha; dan

c. KelompokJabatan Fungsional.
(2) Bagan susunan organisasi UPTMLsebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal4
(1) Susunan organisasi UPTMLsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri

dari:

."
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b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan metrologi legal;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya
dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan

kompetensinya untuk pe~erataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

Bagian Ketiga
Rincian Tugas
Paragraf 1
Kepala
Pasal7

Kepala UPTMLmempunyai rincian tugas :

a. merencanakan program kegiatan di bidang metrologi legal

berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja
agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana;

(2) UPTMLdalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja UPTML;
b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kemetrologian;
c. pelayanan tera, dan tera ulang UTTP;
d. pengelolaan laboratorium metrologi;

e. pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian;
f. pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi;

g. pemeliharaan keamanan internal sarana dan pra~a;
h. pelaksanaan pengujian dan pengawasan BDKT;

i. pelaksanaan ketatausahaan;
j. melaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan dibidang kemetrologian;

k. melaksanakan Pengawasan dibidang kemetrologian;
1. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTML;dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

,



Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTMLmempunyai rincian tugas :

a. merencanakan dan mengkonsepkan program dan rencana kerja serta

Pasal8

Paragraf2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaDinas
baik lisan maupun tertulis.

wujudsebagaiDinaslisan maupun tertulis kepada Kepala

karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

1. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTbaik secara

j. melaksanakan pengelolaan standar dan peralatan standar;

k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan

d. meneliti/memeriksa dan melihat pelaksanaan tugas bawahan

berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang

optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi serta kerja sama dengan

instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP,
pengujian BDKT dan pengawasan kemetrologian sesuai dengan
petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi bidang

metrologilegal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan penarikan retribusi pelayanan tera dan tera ulang UTTP

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

i
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Paragraf3

KelompokJabatan Fungsional
Pasal9

(1) KelompokJabatan FungsionalUPTMLmempunyairincian tugas :
a. melaksanakan pengelolaanlaboraturiumperalatan atau perlengkapan

standart tera/tera ulangUTIP;

agar tugas tugas dapat diselesaikandengan tepat, efektifdan efisien;
d. menyelenggarakankonsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait

guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaiansesuai petunjuk

teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib
administrasi;

f. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk

teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi
keuangan;

g. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karier, pemberianpenghargaandan sanksi;

h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang

kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan
sebagai wujud akuntabilitasdan transparansi pelaksanaan tugas; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaUPT
baik lisanmaupun tertulis.

rencana kegiatan bidang perencanaan program dan keuangan serta
bidang umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja tahun
sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program sesuai
dengan rencana;

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis bidangketatausahaan yang berlaku;

c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan
dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,.
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BAB VII

PEMBIAYAAN
Pasal12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Metrologi Legal
. dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bima dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja

yang dipimpinnya.
(2) Kepala UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas kepada KepalaDinas secara berkala.

BABVI

TATAKERJA

Pasalll

BABV

KEPEGAWAlAN

Pasall0

(1) KepalaUPTMLadalah jabatan struktural eselonNa.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTMLadalah jabatan struktural eselon

rvs,

b. melaksanakan terajtera ulang alat-alat UTIP;

c. melaksanakan pengujian alat-alat UTIP;
d. melaksanakan pengelolaanCapTanda Tera (CTI);
e. melaksanakan pengawasan alat-alat UTIPdan BDKT;

f. melaksanakan penyuluhan kemetrologi;dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olehKepalaUPT.

(2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

/



Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Ttd.

BUPATI BIMA,

Ditetapkan di: Bima
pada tanggal : $I - I~ - 2019

penempatannya dalam Berita Daerah
pengundanganmemerintahkan

AMARMARUF
NIP.196603111993031007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALABAGIANHUKUM

Agar setiap orang mengetahuinya,
Peraturan Bupati ini dengan
Kabupaten Bima.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP
Pasa113

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 


